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ABSTRAK

Salah satu penyebab kepunahan satwa adalah akibat perdaganpan satwa lerschut,
dimana terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis satwa vane menvebabkan
rusaknya habitat dan punahnya beberapa spesies terentu, Dalam upaya untuk memonitor
dan mengendalikan perdagangan tersebut di tingkat internasional dibuatlsh schush
konvensi yang mengatur tentang perdagangan jenis-jenis satwa yang terancam kepunahan
(Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora/CITES) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973, Indonesia sebagai salsh
satu Mepara yang kaya akan berbagai jenis satwa dalam upaya melindungi satwa dard
ancaman kepunahan telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden
Momor 43 Tahun 1978, dan mulai berlaku pada tahun 1979, Dalam rangka melaksanakan
ketentuan dalam CITES, pemerintah Indonesia lebih menekankan kepada pembentukan
Reputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan vang bersifat teknis dar Keppres
tersebut. Permasalahan-permasalahnanya yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tentang
perdagangan satwa langka  dalam  Hukum  Lingkungan Internasional, bagaimana
pelaksanaan  peraturan  perdaganpan satwa  langka menunst peraturan  perundang-
undangan di Indonesia, serta apakah wpaya Indonesia terkait dengan pengawasan
perdagangan satwa langka. Metode penclitian yang digunakan dalam penulisan ini vaitu
penclitian kepustakaan (Library Research) dengan melakukan penclitian ke beberapa
pustaka dan perpustakaan instansi terkait, Data vang didapat kemudian dianalisa secara
deskriptif kuanlitatit:. Konvensi Tntermasional yang mengatur secara khusus tentang
perdagangan satwa langka adalah CITES, Di Indonesia sendiri tata cara perdagangan
sataw langka diatur dalam Keppres No.43 Tabun |978 tentang Tata Cara Perdagangan
dan Peredaran Satwa dan Tumbuhan Langka. Walaupun Indonesia tidak mempunyai
peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan CITES, namun pelaksanasn
pengawasan peredaran dan perdagangan satwa langka di Indonesia telah dilakukan. Hal
in1 baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan petugas maupun patroli bekerja sama
dengan Karantina, Bea Cukai, Kepolisian. Namun untuk i lebih memaksimalkan
relaksanaannya perlo dilakukan tindak lanjut dalam pembentukan wgas keamanan
nusional (Nationa! Task Force) bagi pencegahan dan penanggulanpan pemanfaatan dan
rerdapangan satwa langka vang dilandasi oleh instrumen kebijakan vang memadai.
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PENDAHULUAN

A Latar Belakang Permasalahan

[ndonesia merupakan negars yang sangat kayva dengan keanekaragaman
sumber daya alam hayati, Wilayah Indonesia vang merupakan negarn kepulanan
Jugs mempunyai tipe ckosisten sangat beragam. WWFE mengidentifikasi, i
Indenesia terdapal sekitar 18 ccoregion dari 200 ecoregion di dunia yang memiliki
keanekaragaman biologi sangat tinggi, Ke 18 ecoregion tersebut terdini dari 11
ekosistem daralan, 4 ckosistem air twwar dan 3 ekosistern perairan laut' Sebagizn
besar dari semua jenis fumbuban dan sabwa vang ada pada saat ini hidup dan
menghuni bumi terdapat di Indonesia. Spesies langka seperti oranpulan, hariman,
badak dan gajah asia vang sekaligus menjadikan [ndonesia sebagai negara kedua
terkaya dengan kehidupan alam larmya (wildfie).”

Mamun pada saat ini terdapat kecenderungan adanya beberapa jenis hewan
(fauna) vang sudah mulai langka, bahkan beberapa diantara jenis-jenis vang ada di
muka bumi ini telah dikhawatirkan mengalami kepunahan. Adanva peningkatan
laju kepunahan jenis ini herkaitan erat dengan kegiatan manusia karena perburuan
vang berlebihan terhadap satwa tersebut vang telah ada semenjak zaman purba.

Semakin berkurangnya populasi satwa liar dewasa ini pada vmumnya

dirasa sebagai akibal perburuan-perburuan liar vang tidak terkendalikan, yang

| Trisempnikon dalan seming Froceeding Sakobaldorr Worlshoo On Mvltifareral Aproesenis

fMedared To Bisdiveesin: Oomrervation (Farestry Sreron) oleh Adi Susmiano Direktur Konservasi Fawnsan
Digjen FPHEA, Dvpantemen Kehuotanan, tanggal 9211 Desember 20603
" harpawnw wallis.orad. Pesrel Patar fndonerie dinkses ranpral 20 Jansn 2008



mengakibatkan menurumnya populast satwa-satwa terschut vang mendekati
ancaman  kepunahan,  Perburusn tersebut jika dimaksudkan untuk sckedar
memenuhi kebutohan hidup, efcknva tidakleh terlalu serius. Tetapi apabila
perburuan it bersifat komersial dan mendapat dukongan dari lvar, eteknyva dapat
sunmaat besar. Beberapa hewan yang dilindungi dan mempunyai ailai komersial
tinggi dapat menjaudi objek perburuan seperti, badak unluk culanya, buring
cendarwasih untuk bulunya, harimaw dan buaya untuk kulitnya.”' Satwa yang
bemilai komersial tinggi tersebut kemudian diperdagangkan dipasar pelap atau
diselundupkan ke luer negeri karena mempunyai nilai jusl vang timggi.

Beberapa contab dari akibat perdagangan ind vaitu, adanya peminghatan
perburuan harimaw sumatra vang menandakan adanya  keterlibatan sindikat
imtemasional yang siap untuk membeli hewan-hewan tersebut dengan harpga vang
sangal lingei. Seorang ahli kelahiran Inggris memperkirakan hanya ada 400
sampai 500 harimau sumatra vang masih hidup di dacrab hutan rimba. Habitat
alami mereka berkurang akibat penebangan hutan ligr dan juga diburu oleh para
pembury, dan sekitar 100 dari mercka tinggal di hutan yang besarmya hanya 1)
heklar® Disamping itn ancaman vang paling besar bagi penvu di Indonesia,
Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu
uniuk bersarang. Penangkapan penyw uniuk diambil telur, daging, kelit, dan
cangkangnya telah membuat populasi penyw berkurang, Penyu hijau termasuk
penyu yang dimanfaatkan secara berlebihan(over eksploitasi) oleh penduduk

[ndonesia. Mereka dibunuh untuk diambil dagingnyva. Bali merupakan konsumer

P Oog Socmareie, | 592, “indonesis Dalam Kanceh S Daphungae Globa™, PT.Omamesdia
laknria, him 81-R1
A hizpeivowew cu-indonesia-flzplorg, Gaksss tanpgal M1 Tanuan 2004



terbesar penyu laut, Mercka mengounakan penvu dalam upacam-upacara pdal
mereka. Ribuan penyu telab terbunuh uniuk memenuhi pesmintaan pusar Ji Bali,”

Disamping i pembunuhan gajah juga masib terus berlanpgsung secara
serius, Beberapa kasus yang mencolok antara lain peracunan 12 ekor gajah di
IRiau tahun 1996, 17 ekor pajah mati di Sumatera Utara bulan Med tahun 2002,
dan minimal 12 ekor gajsh mati dibupuh di Taman Nasiona] Bukit Barisan
Sefatan dalam perisde tahun 1996-2002, IH mata internasional, sitwasi Indonesia
it mendapat sorotan tajam, Schanvak 40 persen dari volume perdagangan wlang
harimay pada pericde tahun 1970 sampai 1993 &7 Asia Timur berasal dard
Indonesia (4 ton dari 10 ton perdagangan tulang). Indonesia juga merupakan salal
satu negara dengan perdagangan gelap satwa langka terbesar di Asia”

Dalam mengatasi masalsh kepunahan akibat perdagangan ini . Indonesia
telah meratilikasi konvensi internasional mengenal Perdagangan Jenis-Jenis
Hewan yang Terancam Punah{Comvention an Internasional Trade in Endangered
Spectes af Wild Fauna and Flora/CITES) melalui Keputusan Presiden Momor 43
Tahun 1978 tentang Tata Cara Perdagancan  atau  Peredaran, Sejak it
perdagangan hewan secara internasional mengacu kepads ketentuan CITES.
Sehingga jika terdapat pelanggaran terhadap ketentvan CITES, maka negara-
negara anggota dapat mengenakan sanksi terhadap suatu nepara pelangear melalui

forum  yang discbut Konferensi Para Pihak (Conference OF Parties/COP).

* Research and Manapement Teckniques for Canservotion of Sca Turtles, sdited by Kazen L,
Eukert, ![IFH".‘J'EC Marine Turtle Speciols Group, 19495
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PENUTLP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab demi bab yang telah diculis, maka dapat diambil

kesimpulan :

CITES merupakan konvensi vang mengatur perdagangan spesics lertentu
tary satwa liar yang termasuk kategor terancam kepunaban., CITES
mengontral perdagangan spesies liar melaln penetapan sistem perizinan
vang diberikan dalam rangko Kegiatan ekspor dan impor spesies yong
tercantum di dalam Ketiga Appendiks CITES, Pengaturan perdagangan
darl masing-masing Appendiks memiliki perbedaan. Spesies  dari
Appendiks | merupakan spesies vang tidak  diperkenankan untuk
diperdagangkan, sedangkon spesies vang termasuk ke dalam Appendiks
Il dan 111 dapat diperdagangkan asalkan sesuai dengan Ketentwan yang
berlaku dalam CITES. Yang berwenang mengurusi masalah perizinan
untuk  mengekspor dan mengimpor  spesimen  dari  spesies-spesies
tersebut adalah Otoritas Manajermen CITES dari masing-masing Megara.
Ororitas Manajemen berwenang mengeluarkan izin ckspor, impor serta
reckspor dari suatu specimen berdaserkan naschat vang terlebih dahulu
didapatkan dari Scientific duthority atau Otoritas lmiah. Keberadaon

suatu spesies satwa dalam ketiga appendiks CITES dapat ditinjau vlang

ol
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sekali

CITES mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1979 setelah diratifikasi
melahed Bepumusan Presidens Moo 43 Tabun 1975, Melalui ralifikas:
Roeppres tersebut menjadi acoan bagi pengaturan perundang-undangan
pelaksanaan CITES dibawahnya. Peraturan pelaksanoan CITES dibawah
Keppres  tersebul  umumnya  berbentuk Keputusan Menteri  dari
departemen  terkait, don vang terbanvak adalali Keputusan Menteri
Kehutanan, vang merupakan peraturan yvang bersifae teknis. Pada saat ing
peraturan perundang-undangan nasional Indonesia merupakan peraturan

pelaksanaan CITES atau peraturan yang berkaitan dengen ketentusn

Unsang Mo. 5 Tahun 1995 tentang Konservasi Sumber Thaya Alam dan
Ekesistemnya sebagai dasar pembentukan Peramuran Pemerintah No &
Tahun 1999 temtang Pemanfastan Jenis Tumbuhan dan Soowa [isr.
Walaupun Peraturan Pemerintah ini dibentuk bukan untuk mersjuk
Keppres Nods Tabun 1978, merupakan peraturan vang berkailan
dengan pelaksanaan CITES. Dalam Peraturan pemerintah ini ditetapkan
tentang pemanfaatan satwa liar vang dilindungi sehubungan dengan
peroedaan antara satwa vanpg dilindungl dan vang tidak dilindungi.
Diratifikasinya CITES melalui Keppres membuat Tndonesia  tidak

memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakssnekan CITES
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2. Saram

vang  berbeniuk  sebuah undanp-undang,  Hal  ini dikarenakan
ketidakmungkinan wntek menciptakan  sebuah undang-undang  vang
mendasarkan  dirl pada Keppres. Sehingga Kebonvokan  peroturan
peleksanann Ketentwan CITES hanva berupa peraturan teknis seperi
Keputusan Menteri.

Dalem  pengowasan  peredaran dan perdoganpan Kehidupan  lwar,
kerjusoma dengan pihak terkail seperti denpean Karanting, Bea Cukai,
don Kepolisian sudah sering dilakukan, baik dalam bentuk kegiatan
sosinlisasi, pelatihan petugas, maupun patred stao operasi. Sat hal vang
mungkin perlu ditindaklanjutiy ke depan adalah pembentukan tugas
keamanan nasional (Netfonal Tt Forcel Khusos untuk pencepgahan dan
penangpulangan pemanfaatan dan perdagangan kehidupan liar yang

dilandasi oleh nstrurmen kebijakan vang memadai {inpres atae keppres).

Perlunya ditingkatkan kerjasama antar Negara, bukan hanya pada saet
mengeluarkan izin ekspor dan impor saja. tetapi juga disetiap kegiatan
perdaganpan illegal atas spesies sotwa vang lerancam kepunahan. Hal
vang dapat dilakukan adalah peningkatan kKerjasama antara petugps
kepolisian atan petugas dari instansi terkait dar masing-masing Negara
untuk mengawast Kegiaton-kegiatan vang mengarah pada  kegiatan
perdagangan  illegal. Benluk kerjasama  lainnya  adalah  penpadaan

pendidikan bapi para pihak yang ferkait denpan masalah perdagangan
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